PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KAPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIEK ITNDONESTA
NO.21l1l TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk sebuah panitia negara untuk memper-—
‘siapkan peraturan tentang tindak pidana ekonomi Jjang

sesuai dengan perkembangan ekonomi Indonesia berdasarkan
Pantja Silag

b. bahwa dalam panitia tersebut perlu diikut sertakan baik
pedjabat-pedjabat Negara maupun Anggota—anggota Dewan
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

c. bahwa dengan demikian tidak diperlukan lagi Panitia
Interdepartemental Penindjauan Peraturan tentang Tindak
Pidana Ekonomi jang dibentuk dengan Keputusan Menteri
Pertama No. 30/MP/1963 tanggal 7 Maret 1963;

l. Pasal 4 ajat 1 Undang—-undang Dasarjg

2. Keputusan Menteri Pertama No. 58/MP/1963 tanggal
18 Djuli 1963,

adegingat

Mendengaxr : Musjawarah antara Pemerintah dan Pimpinan Dewsan Perwakllan
‘ Rakjat Gotong Rojong tanggal 21 Maret 1965-
MEMUTUSZKATN :

Menetapkan 3 ) ) ;
PERTAMA : Mentjabut Keputusan Menteri Pertama No. 50/MP/1963ktanggal
; 7 Maret 1963;

. KEDUA : Membentuk Panitia Negara Perantaang Peraturan tentang

fhu S . Tindak Pidana Ekonomi

-KETIGA : Menetapkan susunan Panitia tersebut sebagai berikut :

i l. Sdr. Soegondo Soemodiredjo S.H. - Sebagai Ketua merangﬂ?'
:;w*'. dari Departemen Kehakiman kap Anggota
uil 2. Sdr. Moertolo S.H. - sebagai Wakil Ketua
~ dari Departemen Kedjaksaan merangkap Anggota
3. Sdr. Dr. Suprapto — sebagai Anggota
dari g

Lembaga Pembina Hukumn Nasional
dan Anggota DPR-GR golongan Karya

4, Sdr. Mansjur - sebagai Anggota
Anggota DPR-GR golongan Nasionalis ) g

5. 8dr. Achmad Dahlan Ranuwihardjo - sebagail Anggota
Anggota DPR-GR. golongan Islam :

6. Sdr. Drs. D.S.Matakupan —- sebagai Anggota
Anggota DPR-GR golongan Kristen :
dan Ketolik

7. Sdr. R.P.R. Situmeang - sebagai Anggota
Anggota DPR-GR golongan Komunis ' ,

8. Sdr. Roesminah S.H. -~ sebagai Anggota
dari Departemen Kehakiman !

9. Sdr. Soelseman Kartasoemitra - sebagai Anggpta
dari Departemen Perdagangan

10. Sdr. Nafli Moenaf S.H. - sebagai Anggota
dari

Departemen Perdagangan
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11.
12.
15.
14
15.
16.

17-

18.

19.
20.

21.

e

:Menetapkan uang sidang dan biaja-biaja lainnja- sesuai dengan

Keputusan Menteri Pertama btanggal 18 Djuli 1963 No. 58/MP/196 *
‘dengan ketentuan bahwa :

Qe
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8dr. R.A. Kartadjumena S.H. - sebagai Anggota
dari Bank Indonesia

Sdr. Sanitioso S.He.

dari Departemen Perhubungan Laut
Kol. Soejatmo

dari Departemen Perindustrian Rakjat
3dr. Abdoelrachman S.H.

dari lahkamah Agung

3dr. Budi Harsono S.H.

dari Departemen Agraria

Sdr. Soemarsono S.He

dari Departemen Agraria

Sdr. . QOetomo S.He.

dari Departemen Urusan Pendapatan,
Pembiajaan dan Pengawasan

Sdr. W. Gultom

dari Departemen Urusan Pendapatan,
Pembiajaan dan Pengawasan

Sdr. Dan Soelaiman S.He.

dari Departemen Kedjaksaan

Sdr. Amir Danuvhusodo Se.He.
dari Departemen Kedjaksaan

Sdr. Nn. Budiarti S.H.

- sebagal Anggota

- sebagai Anggota
— sebagai Anggota
— sebagai Anggotd
—sebagai Anggota

— sebagal Anggota
- — sebagai Anggota

- éebagai Anggota
— sebagai Anggota

~ sebagai Sekretaris| .
bukan Anggota

-~ sebagal Wakil Se-.
kretaris bukan
Anggota

— sebagai Wakil Se-
kretaris bukan’
Anggota

Sdr. Ida Zoraida S.H.
dari Departemen Kehakiman

Sdr. Laltsmini S.H.
dari Departemen Kehakiman

Panitia diberi tugas untuk menidjau kembali semua peratural  :
tindak pidana ekonomi dan menJiapkan rantjangan peraturan -
baru senua tindak pidana jang dalam perkembangan ekonomi
Indonesia menudju masjarakat Adil dan meakmur Jjang berkepri
badian Pantja Sila harus diperlakukan sebagai tindak pida-—
na ekonomi Jjang perlu diatur dan diadili setjara chusus;
untuk itu Panitia berwenang meminta dan mendppatkan bahan
pertimbangan dari semua instansi jang dianggap perlue.

Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal keputuéan ini, ’
Panitia harus sudah menjampaikan hasil kerdjanja kepada

Presidiuim Kabinet Kerdja dalam bentuk rantaangan Undang—
undang. ;

.

segala biaja untuk Panitia tersebut dibebaﬁkanApada Anggar
Belandja Sekretariat Negaraj

segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana
mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat keke-
liruan dalam Keputusan -ini.
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Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

surat keputusan ini disampaikan kepada :

11.
12.
5 I
14.

Semua Wakil Perdana Menteri,

Semua Menteri,

lMenteri/Sekretaris Negara, .
Menteri/Sekretaris Presidium Xabinet Kerdja,
M.P.R.S' 9

DOP-R.'—G‘-RQ LY

D’P.A‘

BAPPENAS.

Badan Pemeriksa Keuangan,

Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara,
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
Direktorat Perdjalanan,

Kantor Urusan Pegawai,

Pd. Kepala Biro I s/d VII Sekretariat Negara,

untuk diketahui.

surat kepubtusan ini disampaikan kepada Jang berkepentingan
untuk diketahuil dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan 4di DJjakarta .

pada tanggal 24 Agustus 1964, .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRt i, —

S UKARNO




